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I. UMUM

Indonesia merupakan Negara kepulauan terbesar di dunia dengan
garis pantai terpanjang dan letak geografis yang sangat penting dari segi
politis dan ekonomi memberikan tanggung jawab yang besar dalam hal
pembinaan wilayah khususnya di bidang pelayaran.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
merupakan upaya Pemerintah Pusat untuk menciptakan dan memperluas
lapangan kerja dalam rangka penurunan jumlah pengangguran dan
menampung pekerja baru serta mendorong pengembangan koperasi dan
usaha mikro, kecil, dan menengah dengan tujuan untuk meningkatkan
perekonomian nasional yang akan dapat meningkatkan kesejahteraan
masyarakat.

Kebijakan dan langkah-langkah strategis cipta kerja memerlukan
keterlibatan semua pihak yang terkait terutama dari bidang Pelayaran
dengan tujuan untuk menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya
bagi rakyat Indonesia secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia dalam rangka memenuhi hak atas penghidupan yang
layak.

Untuk mendukung kebijakan cipta kerja tersebut perlu dilakukan
penyesuaian karena telah terjadi berbagai perubahan paradigma dan
lingkungan strategis, baik dalam sistem ketatanegaraan Indonesia seperti

penerapan otonomi daerah atau adanya kemajuan di bidang ilmu
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II.

pengetahuan dan teknologi.

Pengaturan mengenai Angkutan di Perairan, Kepelabuhanan,
perkapalan, kenavigasian, tata cara pemberitahuan kedatangan kapal,
pemeriksaan, penyerahan, serta penyimpanan surat, dokumen, dan warta
kapal, serta manajemen keamanan kapal yang merupakan beberapa unsur
yang berperan penting dan strategis dalam penyelenggaraan pelayaran dan
perekonomian nasional perlu ditata kembali untuk mempermudah
perizinan berusaha dan membuka peluang berusaha bagi pengemuéaebralgah
koperasi dan wusaha mikro, kecil, dan menengah, dengan tetap
memperhatikan Keselamatan dan Keamanan Pelayaran.

Berdasarkan hal tersebut di atas perlu ditetapkan Peraturan

Pemerintah tentang Penyelenggaraan bidang Pelayaran.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “dikuasai oleh negara” adalah bahwa
negara mempunyai hak penguasaan atas penyelenggaraan
pelayaran yang perwujudannya meliputi aspek pengaturan,
pengendalian, dan pengawasan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 3

Cukup jelas.
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Pasal 4
Pasal ini berasal dari Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun
2010 tentang Angkutan di Perairan sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang
Angkutan di Perairan.
Ayat (1)
Penyusunan jaringan trayek tetap dan teratur dimaksudkan
untuk memberikan kepastian hukum dan wusaha serta
pelayanan kepada pengguna jasa dan penyedia jasa angkutan
laut.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 5
Pasal ini berasal dari Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 20
Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang

Angkutan di Perairan.

Pasal 6

Pasal ini berasal dari Pasal 39, Pasal 40 ayat (1), Pasal 41, dan Pasal
43 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di
Perairan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan.

Ayat (1)

Cukup jelas.
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Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Pelaksana kegiatan angkutan laut asing merupakan perusahaan
angkutan laut asing yang mengangkut muatan impor bahan
baku dan/atau peralatan produksi untuk menunjang usaha
pokok tertentu dari pelaksana kegiatan angkutan laut khusus.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.

Pasal 7
Pasal ini berasal dari Pasal 40 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan
Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22
Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20
Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan.
Ayat (1)
Kewajiban melaporkan kepada Menteri mencakup rencana dan
realisasi kegiatan dan penggunaan Kapal Angkutan Laut
Khusus.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas.



No. 6643

Ayat (2)

Pasal 10

Usaha Jasa Terkait dilakukan oleh Badan Usaha yang
didirikan khusus untuk menyelenggarakan kegiatan Usaha
Jasa Terkait dengan Angkutan di Perairan, yang mayoritas
sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia, kecuali untuk
usaha bongkar muat barang dan jasa pengurusan transportasi.
Selain Badan Usaha yang didirikan khusus untuk
menyelenggarakan kegiatan Usaha Jasa Terkait dengan
Angkutan di Perairan, Usaha Jasa Terkait dengan Angkutan di
Perairan dapat dilakukan oleh perusahaan angkutan laut
nasional yang seluruh sahamnya dimiliki oleh warga negara
Indonesia, kecuali untuk usaha jasa pengurusan transportasi,
serta usaha perawatan dan perbaikan Kapal.

Penyelenggaraan kegiatan Usaha Jasa Terkait dengan
Angkutan di Perairan seperti:

depo peti kemas;

a
b. keagenan Kapal;

o

pengelolaan Kapal (ship management);

e

stevedoring; dan

e. keagenan awak Kapal (ship manning agency) dapat
dilakukan oleh:

1. perusahaan angkutan laut asing;

2. badan hukum asing; atau

3. warga negara asing

yang bekerjasama dengan perusahaan angkutan laut
nasional dalam bentuk usaha patungan (joint venture)
dimana mayoritas sahamnya dimiliki oleh perusahaan

angkutan laut nasional.

Pasal ini berasal dari Pasal 80 Peraturan Pemerintah Nomor 20

Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang

Angkutan di Perairan.



